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MUKADIMAH 
 

Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta sejalan dengan otonomi 

penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai amanat  Undang-Undang Nomor 20  tahun 

2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, serta ditambah berbagai peraturan dan perundangan yang relevan 

dengan pendidikan tinggi,  maka diperlukan  pengaturan secara tepat.  

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan tinggi secara otonomi, dipandang perlu terjaminnya kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi Swasta menuju mandiri dalam rangka memberikan perlindungan dan 

memberikan jaminan mutu dan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa 

perguruan tinggi swasta. 

Bahwa untuk lebih menegaskan kedudukan, tugas, fungsi dan komitmen STKIP 

PGRI Bangkalan sebagai LPTK pencetak tenaga kependidikan, khususnya guru sesuai 

standar  nasional pendidikan, maka perlunya menetapkan Statuta STKIP PGRI Bangkalan 

sebagai pedoman, arah dan landasan serta kerangka acuan dasar penyelenggaraan dan 

pengelolaan  STKIP PGRI Bangkalan. 

Agar tercipta landasan yang kokoh dengan arah yang jelas dan mantap dalam 

mengembangkan dan memajukan STKIP PGRI Bangkalan di masa depan  sebagai lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan terpercaya sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan tuntutan kebutuhan pembangunan,  maka disusun dan 

ditetapkanlah Statuta STKIP PGRI Bangkalan  ini. 
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SURAT KEPUTUSAN 
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

(YPLP-PT) PGRI BANGKALAN 

Nomor: 138.1/YPLP-PT.PGRI.BKL/XII/2020 

Tentang 

STATUTA STKIP PGRI BANGKALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

(YPLP-PT) PGRI BANGKALAN 

 

Menimbang : a. Bahwa keberadaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) PGRI Bangkalan telah berkembang 

sedemikian rupa, sehingga memerlukan pedoman dasar yang 

menjamin pertumbu-hannya, menghadapi tantangan masa depan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan 

global secara terencana, teratur dan berkesinambungan; 
 

  b. bahwa Statuta STKIP PGRI  Bangkalan  sebagai  pedoman  dasar 

Sekolah Tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tidak 

sesuai lagi dan perlu diganti serta disempurnakan agar sesuai 

dengan tuntutan perubahan; 
 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b, perlu ditetapkan Statuta baru STKIP PGRI 

Bangkalan. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158); 

 

  4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standart 

Nasional Pendidikan; 
 

  5.  Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
 

  6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
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  7. Peraturan  Pemerintah  No.66 Tahun 2010  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
 

  8. Peraturan  Pemerintah  No.32  Tahun  2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standart 

Nasional Pendidikan; 
 

9. Peraturan Pemerintah  No.4  Tahun 2014  tentang     

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 
 

10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI; 
 

11. Angaran Dasar YPLP-PT PGRI Bangkalan 

 

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus YPLP-PT PGRI Bangkalan dan Pimpinan 

STKIP PGRI Bangkalan pada Tanggal 11November 2020. 

 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan :  KEPUTUSAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA 

PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI (YPLP-PT) PGRI 

BANGKALAN TENTANG STATUTA STKIP PGRI 

BANGKALAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Statuta  ini yang dimaksud dengan : 

1) Yayasan Perguruan Tinggi PGRI adalah Yayasan Pembina  Lembaga Pendidikan 

Perguruan Tinggi Persatuan Guu Republik Indonesia (YPLP PT PGRI) Bangkalan 

sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru 

Republik Indonesia (STKIP PGRI) Bangkalan. 

3) Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pada STKIP PGRI Bangkalan. 

4) Ketua adalah unsur pimpinan tertinggi yang menentukan pengambilan  keputusan 

dalam pengelolaan pada STKIP PGRI Bangkalan. 

5) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STKIP PGRI Bangkalan. 

6) Ikatan Orang Tua Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan adalah suatu perangkat yang 

dibentuk untuk memperkuat dukungan dan kerja sama orang tua dalam ikut membantu 

memecahkan permasalahan yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan  

STKIP PGRI Bangkalan. 

7) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada STKIP PGRI Bangkalan. 
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8) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen dan 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada STKIP PGRI Bangkalan. 

9) Pelaksana akademik bidang pendidikan adalah pelaksana operasional bidang 

pendidikan yang terdiri atas ketua dan sekretaris Program Studi pada STKIP PGRI 

Bangkalan. 

10) Unit Penjaminan Mutu (UPM) Perguruan Tinggi adalah Pelaksana Teknis Kegiatan 

Pengelolaan Mutu Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan, 

melaksanakan, mengendalikan serta menilai dan mengembangkan sistem penjaminan 

mutu di STKIP PGRI Bangkalan. 

11) Unit Praktik Pengalaman Lapangan adalah Unit Pelaksana Teknis Akademik yang 

bertanggung jawab dalam mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan serta menilai 

dan mengembangkan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan  pada STKIP PGRI 

Bangkalan. 

12) Unit pelaksana akademik bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(UPPM) adalah pelaksana kegiatan bidang penelitian, dan pengabdian pada masyarakat 

STKIP PGRI Bangkalan. 

13) Pelaksana administrasi adalah pelaksana bidang administrasi  umum,  serta Akademik 

dan Kemahasiswaan  dan data dan pendataan, meliputi BAU dan BAAKpada STKIP 

PGRI Bangkalan. 

14) Penunjang akademik adalah penunjang dalam rangka membantu, memperlancar dan 

meningkatkan mutu kegiatan pelaksanaan akademik meliputi:pustakawan, laboran, 

programer, dan lainnya yang dianggap perlu.  

15) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen,tenaga kependidikan, 

mahasiswa dan alumni pada STKIP PGRI Bangkalan. 

16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentrasformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

pada STKIP PGRI Bangkalan. 

17) Tenaga kependidikan adalah karyaman tetap yayasan yang bertugas mendukung kinerja 

pendidikan pada STKIP PGRI Bangkalan. 

18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada pada STKIP PGRI 

Bangkalan. 

19) Alumni adalah para tamatan STKIP PGRI Bangkalan yang status kelulusannya telah 

ditetapkan melalui SK Penetapan Kelulusan oleh Ketua STKIP PGRI Bangkalan.  

20) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan 

untuk merencanakanan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan 

fungsional sesuai dengan tujuan yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan 

pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang 

berlaku pada  STKIP PGRI Bangkalan. 

21) Pengelolaan adalah penyelenggaraan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan kegiatan pendidikan pada STKIP PGRI Bangkalan agar tercapai 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraaan pendidikan. 

22) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik di 

lingkungan STKIP PGRI Bangkalan untuk secara bertanggung jawab dan mandiri 
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melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian. 

23) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang 

memungkinkan dosen menyampaikan pikiran serta pendapat di STKIP PGRI 

Bangkalan sesuai dengan ketentuan norma dan kaidah keilmuan. 

24) Otonomi keilmuan adalah kegiatan ilmiah yang berpedoman pada norma-norma dan 

kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para sivitas akademika. 

25) Otonomi pengelolaan adalah kebebasan lembaga untuk merencanakan, 

mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan STKIP PGRI Bangkalan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

26) Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan sivitas akademika yang meliputi kegiatan 

pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 

27) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, ahlaq mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan pemerintah pada STKIP 

PGRI Bangkalan. 

28) Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, 

konsep, metodologi, model, atau informasi baru memperkaya ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian. 

29) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan memanfaatkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan 

masyarakat. 

30) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada STKIP PGRI Bangkalan. 

31) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

di  lingkungan belajar pada STKIP PGRI Bangkalan. 

32) Direktif ialah hubungan yang bersifat hak dan kewenangan untuk menetapkan 

keputusan-keputusan organisasi dalam batas-batas hak dan kewenangan yang ada. 

33) Koordinatif ialah hubungan yang bersifat upaya mewujudkan keterpaduan program dan 

kegiatan yang diarahkan untuk adanya kerja sama yang saling menunjang. 

34) Konsultatif ialah hubungan yang bersifat saran dan pendapat serta pertimbangan dalam 

rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan organisasi. 

35) Pengawasan ialah kegiatan memperhatikan,mencermati dan mengamankan 

pelaksanaan kebijaksanaan umum dan peraturan yang telah ditetapkan organisasi. 

36) Pembinaan ialah hubungan yang berwujud upaya untuk meningkatkan kinerja dan mutu 

hasil pelaksanaan fungsi dan tugas suatu unit kerja organisasi. 
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BAB II 

VISI MISI STKIP PGRI BANGKALAN 

Bagian Kesatu 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. 
 

Visi 
Pasal 2 

 

Visi STKIP PGRI Bangkalan  adalah menjadi perguruan tinggi unggul, inovatif dan 

bersinergi dalam pembangunan nasional dan internasional. 

 

Misi 
Pasal 3 

 

1) Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang unggul dan inovatif bertaraf 

nasional maupun internasional; 

2) Menyelenggarakan kerjasama dalam pembangunan nasional dan internasional; 

3) Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola yang bermutu dan berkelanjutan. 

 

Tujuan 
Pasal 4 

 

1) Menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional dan 

internasional; 

2) Menghasilkan karya penelitian yang inovatif dan diakui secara nasional maupun 

internasional; 

3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam pembangunan 

nasional dan internasional; 

4) Terciptanya kerjasama yang berkelanjutan dalam pengembangan tri dharma perguruan 

tinggi berskala nasional dan internasional; 

5) Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel dan transparan dalam menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

Sasaran 
Pasal 5 

 

1) Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran; 

2) Peningkatan softskill mahasiswa; 

3) Pengembangan bakat dan minat serta prestasi mahasiswa; 

4) Peningkatan karya penelitian dosen dan mahasiswa; 

5) Peningkatan karya pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa; 

6) Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama tri dharma perguruan tinggi berskala 

nasional dan internasional; 

7) Peningkatan citra positif perguruan tinggi; 

8) Peningkatan mutu SDM dan budaya kerja yang baik; 

9) Peningkatan mutu tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi. 
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Bagian kedua 

Arah dan Langkah Pencapaian 
 

Arah 
Pasal 6 

 

1) Pengelolaan Perguruan Tinggi yang memiliki sistem pendidikan yang bercirikan 

humanisme, nasionalisme, demokrasi, kemitraan, unitarisme, multikulturalisme, 

profesionalisme, kekeluargaan, kemandirian dan non partai politik, jiwa, semangat dan 

nilai-nilai perjuangan. 

2) Pengelolaan Perguruan Tinggi yang memegang teguh prinsip nirlaba, akuntabilitas, 

penjaminan mutu, efektivitas, efisiensi, transparansi dan kolegialitas. 

3) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu 

sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara 

menyelesaikan masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya 

 

Langkah Pencapaian 
Pasal 7 

 

1) Perencanaan kurikulum yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah 

STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Pelaksanaan pencapaian tujuan berdasarkan pada Kurikulum Operasional yang telah 

disusun  

3) Membentuk Sistem Penjamin Mutu Internal untuk menjaga mutu lulusan dari STKIP 

PGRI Bangkalan 

4) Pengendalian dilaksanakan dengan monitoring secara berkala terhadap pencapaian 

tujuan STKIP PGRI Bangkalan dan program studi. 

5) Penilaian keberhasilan dilakukan dengan evaluasi hasil monitoring pencapaian tujuan. 

6) Pengelolaan STKIP PGRI Bangkalan dilakukan berdasarkan kejelasan tugas dan 

wewenang, konsistensi, aplikabilitas dan relevansi rencana kerja dan sistem evaluasi, 

serta kapabilitas personilnya. 
 

 

 

BAB III 

IDENTITAS 
 

Bagian Kesatu 

Status, Kedudukan dan Hari Jadi 
 

Pasal 8 

 

1) STKIP PGRI Bangkalan merupakan perguruan tinggi swasta yang yang mengelola 

bidang akademik dan non akademik secara otonom yang berkedudukan di Jl. Soekarno 

Hatta Nomor 52 Bangkalan Jawa Timur. 

2) STKIP PGRI Bangkalan berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta 52 Bangkalan. 
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3) Hari Jadi (Dies Natalis) STKIP PGRI Bangkalan adalah tanggal 2 Mei 1985, 

berdasarkan SK Mendikbud No. 070/0/1985. 

 

Bagian Kedua 

Lambang, Bendera, Mars, Hymne dan Jas Almamater 
 

Pasal 9 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan memiliki lambang, bendera, mars dan himne. 

2) Busana akademik terdiri atas jas almamater dan toga. 

3) Lambang, bendera, mars, himne dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Statuta ini. 

 

 

BAB IV 

PENYELENGGAARAAN PERGURUAN TINGGI 
 

Bagian Kesatu 

Penyelenggaraan Pendidikan 
 

Pasal 10 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan menyelenggarakan program pendidikan akademik, provesi 

dan/atau vokasi. 

2) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan berupa perkuliahan (rutin, umum, diskusi, 

seminar, praktik pengalaman lapangan, pembimbingan dan ujian skripsi dan lain-lain) 

mendapatkan prioritas perhatian dan penanganan utama yang dilandasi nilai-nilai 

profesionalisme akademik. 

3) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan 

pendidikan nasional, jati diri STKIP PGRI Bangkalan, profil lulusan, dan memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menjawab tantangan nasional dan global. 

4) Penyelenggaraan Pendidikan mengacu pada Kebijakan Akademik, Standar Akademik 

dan Pedoman Akademik STIKIP PGRI Bangkalan. 

5) Penambahan dan penutupan program studi ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas 

usul Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Senat dan persetujuan Kemendikbud. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1) – 6) diatur dengan peraturan tersendiri. 

 

Pasal 11 
 

1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia. 

2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam 

penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip untuk meningkatkan percepatan kemajuan. 
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Pasal 12 
 

1) Penyelenggaraan administrasi bidang akademik dilaksanakan oleh Unit Pelaksana 

Akademik. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi akademik diatur dengan 

Peraturan Ketua. 

 

Pasal 13 
 

1) Evaluasi kinerja kegiatan pendidikan  harus dilakukan unsur pimpinan yang menangani 

bidang akademik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap akhir semester, 

dan  sekurang-kurangnya meliputi : kehadiran mahasiswa, dosen  dan tenaga 

kependidikan ; pelaksanaan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler ; dan hasil belajar 

mahasiswa.  

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Penelitian 
 

Pasal 14 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan iptek, 

meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan inovasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

2) Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya 

akademik dan kompetensinya. 

3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin 

dan multidisiplin. 

4) Kegiatan penelitian yang dilakukan sivitas akademika meliputi penelitian, baik yang 

dibiayai sendiri oleh sivitas, dibiayai oleh Sekolah Tinggi maupun dibiayai pihak lain 

dalam rangka pengembangan keilmuan di Sekolah Tinggi. 

5) Hasil kegiatan penelitian yang dilakukan dosen sebagaimana ayat 4) dapat diberi  

penghargaan yang layak dalam rangka mendorong  dosen untuk terus berkarya. 

6) Kegiatan penelitian oleh dosen hendaknya melibatkan para mahasiswa. 

7) Hasil penelitian wajib dipublikasikan melalui jurnal ilmiah atau pertemuan ilmiah atau 

media massa dan dilaporkan kepada pengelola penelitian, kecuali hasil penelitian yang 

berpotensi mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum. 

8) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, publikasi dan pemanfaatan hasil 

penelitian diatur dengan Peraturan Ketua. 
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Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 
 

Pasal 15 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan menyelenggarakan PkM dalam bentuk pendidikan, pelayanan, 

pemberdayaan dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi 

akademik yang dimiliki. 

2) Kegiatan PkM dapat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan 

penelitian. 

3) PkM oleh dosen hendaknya melibatkan para mahasiswa. 

4) Hasil PkM wajib dipublikasikan melalui jurnal ilmiah atau pertemuan ilmiah atau 

media massa dan dilaporkan kepada pengelola PkM. 

5) Hasil PkM dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PkM diatur dengan peraturan Ketua. 

 

BAB V 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 

Etika Akademik/Kode Etik 
 

Pasal 16 
 

1) Kode etik yang berlaku di STKIP PGRI Bangkalan terdiri atas 

a. Kode Etik Dosen STKIP PGRI Bangkalan; 

b. Kode Etik Tenaga Kependidikan STKIP PGRI Bangkalan; dan 

c. Kode Etik Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Kode Etik STKIP PGRI Bangkalan memuat norma yang mengikat semua pihak yang 

bernaung di bawah atau bertindak atas nama STKIP PGRI Bangkalan. 

3) Kode Etik Dosen STKIP PGRI Bangkalan berisi norma yang mengikat dosen secara 

individual dalam penyelenggaran kegiatan akademik, 

4) Kode Etik Tenaga Kependidikan STKIP PGRI Bangkalan berisi norma yang mengikat 

tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan STKIP 

PGRI Bangkalan. 

5) Kode Etik Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan berisi norma yang mengikat mahasiswa 

secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di 

STKIP PGRI Bangkalan. 

6) Kode Etik STKIP PGRI Bangkalan dan Kode Etik Dosen STKIP PGRI Bangkalan 

disusun oleh Senat STKIP PGRI Bangkalan dan ditetapkan dengan Peraturan YPLP-

PT PGRI Bangkalan. 

7) Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan 

disusun oleh Ketua dan ditetapkan dengan Peraturan YPLP-PT PGRI Bangkalan.  

 
 

 

 



Statuta STKIP-PGRI Bangkalan 
 

 10 

Bagian Kedua 

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi 

Keilmuan 
 

Pasal 17 
 

1) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan 

mengembangkan iptek secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. 

2) Pengembangan iptek dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau 

penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menerapkan norma dan etika 

akademik. 

3) Sivitas akademika memiliki dan wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan 

akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta 

bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan. 

4) Pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab pribadi sivitas 

akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pemimpin STKIP PGRI 

Bangkalan. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik diatur dengan 

Peraturan Ketua. 

 

Pasal 18 
 

1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan 

wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai 

sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 

2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik untuk mendukung peningkatan keunggulan 

akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan 

kemanusiaan. 

3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi oleh nilai agama, budaya, etika dan 

norma keilmuan, merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diatur 

dengan Peraturan Ketua. 

 

Pasal 19 
 

1) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam 

melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan iptek yang 

inovatif dengan berpedoman pada budaya akademik, kaidah keilmuan dan metode 

keilmuan. 

2) Otonomi keilmuan harus mengupayakan peningkatan keunggulan akademik dan 

intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan. 

3) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika 

yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan STKIP PGRI Bangkalan. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaa otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan 

Ketua. 
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BAB VI 

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI 
 

Gelar dan Sebutan Lulusan 
Pasal 20 

 

1) STKIP PGRI Bangkalan memberikan gelar, ijazah, transkrip hasil studi, Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan/atau sertifikat kepada para lulusan yang 

disengelenggarakan STKIP PGRI Bangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Lulusan STKIP PGRI Bangkalan berhak menggunakan gelar akademik atau gelar 

profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

3) Setiap ijazah, transkrip hasil studi dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat 

ditulis dalam bahasa asing sesuai dengan kebutuhan. 

4) STKIP PGRI Bangkalan dapat mencabut gelar, ijazah dan/atau sertifikat yang telah 

diberikan kepada lulusan STKIP PGRI Bangkalan apabila melanggar ketentuan dalam 

bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah 

dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan 

Peraturan Ketua setelah memperoleh pertimbangan Senat STKIP PGRI Bangkalan. 

 

Penghargaan 

Pasal 21 
 

1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap 

Sekolah Tinggi kepada warga atau unsur yang telah menunjukkan kesetiaan prestasi 

atau berjasa terhadap Sekolah Tinggi dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan 

Sekolah Tinggi. 

2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi kesetiaan atau jasa yang 

disumbangkan. 

3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, lencana, 

uang, benda atau kenaikan pangkat. 

 

Pasal 22 
 

1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat 

yang telah berjasa terhadap pembangunan Sekolah Tinggi. 

2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi 

berdasarkan pertimbangan YPLP-PT PGRI Bangkalan. 

3) Tata cara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang 

ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan dari Senat 

Sekolah Tinggi dan mendapatkan persetujuan YPLP-PT PGRI Bangkalan. 
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Sanksi 

Pasal 23 
 

1) Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan yang melanggar kode 

etik, disiplin tata tertib dan atau peraturan yang berlaku dikenai sanksi. 

2) Sanksi yang dikenakan dosen dan pegawai berupa : 

a. Teguran lisan. 

b. Teguran tertulis. 

c. Peringatan keras. 

d. Penundaan gaji berkala. 

e. Penundaan kenaikan pangkat. 

f. Penurunan pangkat. 

g. Pembebasan tugas. 

h. Pemberhentian. 

3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa : 

a. Teguran lisan. 

b. Teguran tertulis. 

c. Peringatan keras. 

d. Penundaan pemberian ijazah. 

e. Pembatalan nilai akademik. 

f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu. 

g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa. 

4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh pimpinan 

Sekolah Tinggi dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan mendapatkan 

persetujuan Yayasan PT PGRI. 

 

BAB VII 

TATAKELOLA PERGURUAN TINGGI 
 

Bagian Kesatu 

Organisasi Perguruan Tinggi 
 

Pasal 24 
 

1) Organisasi STKIP PGRI Bangkalan terdiri atas: 

a. Badan Penyelenggara; 

b. Pengelola Perguruan Tinggi / Pemimpin Perguruan Tinggi; 

c. Senat. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antar organ STKIP PGRI Bangkalan diatur 

dengan peraturan Badan Penyelenggara. 

 

Bagian Kedua 

Badan Penyelenggara 
 

Pasal 25 
 

1) Badan Penyelenggara STKIP PGRI Bangkalan adalah Yayasan Pembina Lembaga 

Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP-PT) PGRI Bangkalan. 
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2) Badan Penyelenggara STKIP PGRI Bangkalan terdiri dari Pengurus dan Pembina 

Badan Penyelenggara. 

3) Pengurus dan Pembina Badan Penyelenggara tidak boleh merangkap sebagai 

pejabat/pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, Kabag, dan Ka Unit) dilingkungan 

STKIP PGRI Bangkalan. 

4) YPLP-PT PGRI Bangkalan mempunyai tugas: 

a. Merumuskan dan menetapkan peraturan dan kebijakan pendidikan di STKIP PGRI 

Bangkalan. 

b. Menetapkan tata kelola sebagai landasan pengelolaan STKIP PGRI Bangkalan. 

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan 

pendidikan di STKIP PGRI Bangkalan. 

d. Mengalokasikan dan menetapkan anggaran STKIP PGRI Bangkalan. 

e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari 

Senat. 

f. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan atas usulan 

Pengelola Perguruan Tinggi. 

 

Bagian Ketiga 

Pengurus YPLP-PT PGRI Bangkalan 
 

Pasal 26 

 

1) Pengurus YPLP-PT PGRI Bangkalan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara. 

Sekretaris, dan Anggota 

2) Pengurus YPLP-PT PGRI Bangkalan harus memenuhi tiga komponen persyaratan yang 

merupakan satu kesatuan, yaitu: syarat umum, syarat khusus dan syarat profesional. 

3) Syarat umum meliputi : 

a. Bertaqwa kapada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan 

konsekuen. 

c. Tidak terlibat G 30 S/PKI baik secara langsung rnaupun tidak langsung. 

d. Tidak pernah melakukan tindakan kriminal, penyalahgunaan jabatan dan/atau 

perbuatan tercela lainnya. 

e. Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka, dan berwawasan luas. 

4) Syarat khusus meliputi : 

a. Anggota PGRI sekurang-kurangnya 5 tahun. 

b. Telah membuktikan pengabdian dan partisipasinya dalam kegiatan organisasi 

PGRI. 

c. Diutamakan mereka yang sudah pernah menjabat dalam kePengurusan organisasi 

PGRI atau PPLP/YPLP PGRI sekurang-kurangnya pada jenjang yang setingkat 

lebih rendah. 

d. Tidak merangkap jabatan Ketua, Sekretaris umum dan Bendahara dengan Pengurus 

PGRI Kabupaten, Pimpinan kelembagaan, dan Ketua, sekretaris, Bendahara 

Yayasan lain yang menyelenggarakan pendidikan sejenis. 

e. Sanggup mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia. 

f. Memiliki pengalaman dalam bidang tugasnya. 
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g. Tidak menduduki jabatan Pengurus, lebih dari dua kali masa jabatan bertutut turut 

dalam jabatan yang sama 

5) Syarat profesional meliputi : 

a. Berpendidikan formal/berijazah sekurang-kurangnya SMA atau sederajat. 

b. Berpengalaman mengajar atau aktif di bidang pendidikan sekurang- kurangnya 5 

(lima) tahun. 

c. Memiliki kepemimpinan yang demokratis dengan manajemen yang terbuka. 

 

Bagian Keempat 

Prosedur Pemilihan Pengurus 
 

Pasal 27 
 

Prosedur pemilihan Pengurus diatur sebagai berikut: 

1) Pengurus yang berakhir masa tugasnya dinyatakan demisioner oleh pimpinan rapat 

pemilihan atas dasar kesepakatan Pembina. 

2) Perumusan dan penetapan tata tertib pemilihan Pengurus sekurang-kurangnya   dihadiri 

oleh 2/3 anggota  Pembina. 

3) Pemilihan Pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat; dan bilamana tidak 

tercapai diadakan voting. 

4) Penandatanganan berita acara pemilihan Pengurus dilakukan setelah pemilihan 

Pengurus selesai. 

5) Pengurus yang terpilih dan masih bermasalah dikonsultasikan untuk mendapatkan 

pertimbangan dari pembina provinsi. 

6) Pengurus yang terpilih dan tidak bermasalah dikonsultasikan untuk mendapatkan Surat 

Keputusan dari PGRI Provinsi Jawa Timur sebagai pembina dengan melampirkan: 

a. SK pengangkatan sebelumnya, jika ada. 

b. Berita acara rapat pemilihan  dan daftar hadir. 

c. Fotocopy ijazah  terakhir. 

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Anggota PGRI; 

e. Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum vitae); 

f. Surat pernyataan yang berisi kesanggupan bertugas sebagai Pengurus Yayasan PT 

PGRI. 

7) Pengurus yang terpilih dapat melaksanakan tugas sesuai dengan posisi,kedudukan dan 

tanggung jawabnya sebagaimana yang ada pada komposisi kepengurusan dan 

dikukuhkan oleh Pengurus YPLP/PPLP PGRI Pusat. 

 

Bagian Kelima 

Ketua, Wakil Ketua, dan Senat Perguruan Tinggi 
 

Ketua 

 Pasal 28  
 

1) Pemimpin STKIP PGRI Bangkalan adalah Ketua. 

2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua. 

3) Ketua menjalankan fungsi pengelolaan STKIP PGRI Bangkalan. 
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4) Tanggung jawab dan kewenangan Ketua meliputi: 

a. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Induk Pengembangan (RIP); 

b. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis; 

c. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Opersional atau Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan (RKAT); 

d. Mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan RKAT; 

e. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah ketua 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Menjatuhkan sangsi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang 

melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik 

berdasarkan pertimbangan Senat; 

g. Menjatuhkan sangsi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan 

pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; 

i. Menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa; 

j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan 

Tinggi; 

k. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi; 

l. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah 

daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan msyarakat; 

m. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban kampus dan 

kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi; 

n. Tugas lain sesuai dengan kewenangan. 

 

Pasal 29 
 

1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat 

pertimbangan Senat STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Ketua dipilih dari dosen tetap yayasan / DPK yang ber-NIDN dengan jabatan akademik 

minimal asisten ahli. 

3) Ketua bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara. 

4) Ketua tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada: 

a. Organ lain di lingkungan STKIP PGRI Bangkalan; 

b. Badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain; 

c. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 

d. Badan usaha di dalam maupun di luar STKIP PGRI Bangkalan; atau 

e. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan 

kepentingan STKIP PGRI Bangkalan. 
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Pasal 30 
 

1) Pengangkatan ketua harus memenuhi persyaratan umum, khusus, dan administrasi 

sebagai berikut. 

a. Persyaratan Umum 

a) Minimal berijasah Pasca Sarjana (S2) atau setara 

b) Minimal telah 5 (lima) tahun menjadi dosen tetap yayasan dengan jabatan 

akademik minimal asisten ahli. 

c) Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan Sekolah Tinggi melalui 

pertimbanganSenat Sekolah Tinggi. 

b. Persyaratan Khusus  

a) Anggota PGRI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota asli, sekurang-

kurangnya 2 tahun; 

b) Telah membuktikan pengabdiannya dalam kegiatan organisasi PGRI. 

c) Sanggup mengamalkan kode etik guru Indonsia; 

d) memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan dan pengolahan Perguruan 

Tinggi dengan jabatan minimal sebagai Kaprodi atau Kepala Bagian sekurang-

sekurangnya 4 tahun; 

e) Memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis dan terbuka; 

f) Tidak menduduki jabatan ketua sekolah tinggi, lebih dari dua kali masa 

jabatanberturut-turut dalam jabatan yang sama. 

c. Persyaratan Administrasi 

a) Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. 

b) Persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak 

berstatus dosen tetap Sekolah Tinggi. 

c) Sanggup bertugas penuh sebagai Ketua Sekolah Tinggi serta tidak merangkap 

sebagai pimpinan pada PTS lain dan tidak merangkap sebagai pengurus harian 

ataupun Pembina di YPLP PT PGRI Bangkalan. 

d) Pertimbangan senat Sekolah Tinggi, persetujuan dari atasan instansi yang 

bersangkutan dan pernyataan kesanggupan menjalankan tugas sebagai ketua 

dilakukan secara tertulis. 

2) Untuk menjamin objektivitas kualitas bakal calon ketua, diadakan pengukuran mutu 

kinerja yang ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Bangkalan.. 

3) Prosedur pengangkatan ketua sebagai berikut: 

a. Pada waktu 6 (enam) bulan sebelum masa bakti ketua berakhir, ketua YPLP PT 

PGRI Bangkalan meminta kepada Senat Sekolah Tinggi untuk melakukan proses 

pemilihan calon ketua. 

b. Ketua yang telah berakhir masa tugasnya dinyatakan demisioner dan senat Sekolah 

Tinggi segera melakukan rapat pemilihan bakal calon ketua sesuai dengan 

persyaratan yang ada dalam statuta Sekolah Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) 

bulan sebelum masa bakti ketua berakhir. 

c. Perumusan dan penetapan tata tertib pemilihan bakal calon ketua ditentukan 

anggota Senat Sekolah Tinggi serta dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/3 anggota 

Senat Sekolah Tinggi. 
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d. Senat menjaring dan memilih bakal calon yang layak melaui serap aspirasi dan 

memenuhi persyaratan sesuai mutu kinerja calon serta dapat dilakukan melalui 

pemaparan visi, misi dan program di hadapan civitas akademika. 

e. Pemilihan calon ketua dilakukan dengan musyawarah mufakat; serta bilamana tidak 

tercapai diadakan voting; 

f. Penandatanganan berita acara dilakukan setelah Pemilihan calon ketua selesai. 

g. Semua hasil pemilihan calon ketua dari Senat Sekolah Tinggi diajukan kepada ketua 

YPLP PT PGRI lengkap dengan berita acara pemilihan; dan ketua YPLP PT PGRI 

mengkonsultasikan kepada pembina provinsi (Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur) 

untuk mendapatkan pertimbangan, paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan 

Ketua sebelumnya berakhir. 

h. Setelah mendapatkan pertimbangan dari pembina provinsi, Ketua terpilih diusulkan 

kepada pengurus YPLP PT PGRI untuk mendapatkan surat keputusan ketua YPLP 

PT PGRI dengan melampirkan: 

a) SK pengangkatan sebelumnya, bila ada. 

b) Berita acara rapat pemilihan dan daftar hadir. 

c) Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. 

d) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan anggota PGRI 

e) Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum vitae) 

f) Surat pernyataan yang berisi kesanggupan bertugas penuh sebagai Ketua 

Sekolah Tinggi. 

4) Melalui rapat pengurus yayasan, Ketua YPLP PT PGRI dapat mengangkat Pejabat 

Ketua, apabila Senat Sekolah Tinggi tidak segera bersidang untuk memilih calon ketua 

Sekolah Tinggi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 

5) Ketua yang terpilih yang telah mendapatkan surat keputusan dari ketua YPLP PT PGRI 

dapat menjalankan tugas sesuaidengan posisi, kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai 

Ketua Sekolah Tinggi. 

Pasal 31 
 

1) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menugasi salah satu Wakil Ketua 

sebagai Pelaksana Harian Ketua. 

2) Bilamana Ketua berhalangan tetap, Badan Penyelenggara menunjuk pelaksana tugas 

Ketua paling lama 3 (tiga) bulan. 

3) Masa jabatan Ketua dan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan 

ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan tidak dapat 

diperpanjang lagi. 

4) Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya apabila: 

a. Berakhir masa jabatannya; 

b. Meninggal dunia; 

c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; 

d. Mengundurkan diri; 

e. Memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 4); 

f. Dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya; 

g. Melanggar kode etik STKIP PGRI Bangkalan; 

h. Dipidana dengan pidana penjara berdsarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 25 ayat 4) ini berlaku juga bagi Wakil Ketua 

dan seluruh pejabat struktural di Lingkungan STKIP PGRI Bangkalan. 

 

Pasal 32 
 

1) Dalam hal Ketua diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 4) huruf b 

sampai dengan h dengan sisa masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, salah satu Wakil 

Ketua diangkat menjadi Ketua baru oleh Badan Penyelenggara sampai akhir masa 

jabatan Ketua yang diberhentikan. 

2) Dalam hal Ketua diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sisa masa 

jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pengangkatan Ketua baru. 

 

Wakil Ketua 

Pasal 33 
 

1) Wakil Ketua minimal terdiri atas Wakil Ketua bidang akademik, Wakil Ketua Bidang 

Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. 

2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan 

dari Badan Penyelenggara. 

3) Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua. 

4) Wakil Ketua tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada: 

a. Organ lain di lingkungan STKIP PGRI Bangkalan; 

b. Badang hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain; 

c. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 

d. Badan usaha di dalam maupun di luar STKIP PGRI Bangkalan; atau 

e. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan 

kepentingan STKIP PGRI Bangkalan. 

 

Senat STKIP PGRI Bangkalan. 

Pasal 34 
 

Senat STKIP PGRI Bangkalan merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian 

pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik pada STKIP PGRI Bangkalan. 

1) Tugas dan kewenanan senat STKIP PGRI Bangkalan meliputi: 

a. Penetapan norma/etika dan kode etik Akademika. 

b. Pengawasan terhadap: 

a) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika; 

b) Penerapan ketentuan akademik; 

c) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi; 

d) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan; 

e) Pelaksanaan tata tertib akademik; 

f) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; 

g) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi; 
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d. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan 

penutupan program studi; 

e. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pegusulan 

jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala sampai dengan Profesor; 

f. Pemberian pertimbangan penjatuhan sangsi terhadap pelanggaran norma, etika da 

peraturan akademik oleh sivitas akademika kepadapemimpin perguruan tinggi; 

g. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi tentang Rencana 

Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional atau Rencana 

Kerja dan Anggaran Tahunan bidang Akademik STKIP PGRI Bangkalan; 

h. Memberikan pertimbangan tentang calon Ketua kepada Badan Penyelenggara; 

i. Memberikan pertimbangan usulan Ketua tentang calon Wakil Ketua kepada Badan 

Penyelenggara. 
 

Pasal 35 
 

1) Anggota Senat STKIP PGRI Bangkalan terdiri dari: 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 

c. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 

d. Wakil Dosen Program Studi dengan jumlah mahasiswa terbanyak 

2) Susunan keanggotaan Senat terdiri dari: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; 

c. Anggota. 

3) Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin perguruan tinggi. 

4) Anggota senat diangkat oleh Ketua. 

5) Ketua dan sekretaris dipilih diantara anggota melalui sidang paripurna dan ditetapkan 

oleh pimpinan sidang. 
 

Pasal 36 
 

1) Ketua Senat STKIP PGRI Bangkalan dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua atau 

Wakil Ketua 

2) Senat STKIP PGRI Bangkalan dapat membentuk komisi atau panitia khusus/terbatas 

sesuai dengan kebutuhan. 

3) Alat kelengkapan senat, hak suara dan tata cara pengambilam keputusan diatur dalam 

Peraturan senat STKIP PGRI Bangkalan. 
 

Pasal 37 
 

1) Masa jabatan ketua dan sekretaris senat STKIP PGRI Bangkalan adalah 4 (empat) tahun 

dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut., 

2) Perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Senat STKIP PGRI 

Bangkalan yang mewakili dosen diatur dalam peraturan Ketua. 
 

Pasal 38 
 

1) Anggota senat STKIP PGRI Bangkalan diberhentikan apabila: 

a. Meninggal dunia; 
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b. Berakhir masa jabatannya; 

c. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) 

bulan; 

d. Mengundurkan diri; 

e. Melanggar kode etik STKIP PGRI Bangkalan; atau 

f. Dipidana karena melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. 

g. Terdapat perubahan / penyesuaian kebijakan 

2) Anggota senat STKIP PGRI Bangkalan yang diberhentikan dalam masa jabatannya 

akan digantikan oleh anggota baru sampai habis masa jabatan Senat STKIP PGRI 

Bangkalan. 

3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota senat STKIP PGRI Bangkalan antar waktu 

diatur dengan Peraturan Ketua. 

 

Bagian Keenam 

Pelaksana Akademik 
 

Pasal 39 
 

Pelaksana akademik terdiri atas: 

a. Program studi; 

b. Unit Peneltian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM); 

c. Unit Program Pengalaman Lapngan (UPPL); 
 

Program Studi 

Pasal 40 
 

1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksnakan pendidikan 

akademik,dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni 

tertentu.   

2) Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih diantara dosen dan 

bertanggung jawab langsung kepada Ketua. 

3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang 

Sekretaris Program Studi. 
 

Pasal 41 
 

Program Studi terdiri atas: 

a. Ketua Program Studi; 

b. Sekretaris; 

c. Laboratorium/bengkel/studio 

Pasal 42 
 

1) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala 

Laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. 

2) Masa jabatan Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala 

Laboratorium/ bengkel/studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan tidak 

dapat diperpanjang lagi 
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Pasal 43 
 

1) Laboratorim/bengkel/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan 

pada program studi. 

2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh kepala Laboratorium/bengkel/studio yang 

sesuai dengan kompetensinya dan pertanggung jawab kepada Ketua Program Studi. 

 

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 

Pasal 44 
 

1) UPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan 

untuk melaksanakan penelitian/pengkajian dan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat.  

2) UPPM dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris, kepala pusat dan 

tenaga peneliti yang berada di bawah di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. 

3) Ketua UPPM diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapat persetujuan 

Badan Penyelenggara. 

4) Masa jabatan ketua, sekretaris dan kepala pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-

turut dan tidak dapat diperpanjang lagi. 

 

Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) 

Pasal 44 
 

1) UPPL adalah unsur pelaksana akademik yang melakukan kegiatan di bidang 

pengembangan pembelajaran, magang dan praktik kerja lapangan. 

2) UPPL dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. 

3) Ketua UPPL diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapat persetujuan 

Badan Penyelenggara. 

4) Masa jabatan ketua dan sekretaris UPPL adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan 

tidak dapat diperpanjang lagi. 

 

Bagian Ketujuh 

Pelaksana Administrasi 
 

Pasal 45 
 

Pelaksana Administrasi minimal terdiri atas: 

1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

2) Biro Administrasi Umum (BAU) 
 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan(BAAK) 

Pasal 46 
 

1) BAAK adalah pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. 

2) BAAK dipimpin oleh seorang Kepala Biro. 
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3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja BAAK diatur dalam Peraturan 

Ketua. 

 

Biro Administrasi Umum (BAU) 

Pasal 47 
 

1) BAU adalah pelaksana di bidang Administrasi Umum yang berada di bawah dan 

betanggung jawab kepada Ketua. 

2) BAU dipimpin oleh seorang Kepala Biro. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja BAU diatur dalam Peraturan 

Ketua. 

 

Bagian Kedelapan 

Unsur Penunjang Akademik 
 

Pasal 48 
 

Unsur Penunjang Akademik terdiri atas: 

1) Perpustakaan; 

2) Laboratorium; 

3) Manajemen Sistem Informasi (MSI); 

4) Humas  

5) Unit Penerimaan Mahasiswa Baru; 

6) Unsur lain yang diperlukan. 

 

Perpustakaan 

Pasal 49 
 

1) Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik di bidang penyediaan sumber pustaka 

yang berada di bawah dan bertanggung kepada Ketua. 

2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh Sekretaris. 

3) Kepala dan Sekretaris Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah 

mendapat persetujuan Badan Penyelenggara. 

4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja perpustakaan diatur dalam 

Peraturan Ketua. 
 

Laboratorium 

Pasal 50 
 

1) Laboratorium adalah unsur penunjang yang mengelola dan melayani kebutuhan 

sebagain fungsi Sekolah Tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing yang berada 

di bawah dan bertanggung kepada Ketua. 

2) Laboratorium terdiri atas Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa dan 

Laboratorium Microteaching, serta laboratorium Prodi. 

3) Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Microteaching 

dipimpin oleh seorang kepala dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris. 

4) Laboratorium Prodi dikelola oleh masing-masing Prodi. 
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5) Kepala dan Sekretaris Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah 

mendapat persetujuan Badan Penyelenggara. 

6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali. 

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja Laboratorium diatur dalam 

Peraturan Ketua. 

 

Manajemen Sistem Informasi (MSI) 

Pasal 51 
 

1) MSI adalah unsur penunjang yang mengelola, melayani teknologi informasi dan 

komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung kepada Ketua. 

2) MSI dipimpin oleh seorang kepala dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris. 

3) Kepala dan Sekretaris MSI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat 

persetujuan Badan Penyelenggara. 

4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris MSI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja MSI diatur dalam Peraturan 

Ketua. 
 

Humas  

Pasal 52 
 

1) Humas adalah unit penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan, 

protokoler dan kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung kepada Ketua. 

2) Humas dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu seorang Sekretaris. 

3) Kepala dan Sekretaris Humas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat 

persetujuan Badan Penyelenggara. 

4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Humas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja Humas diatur dalam Peraturan 

Ketua. 

Unsur Lain yang Diperlukan 

Pasal 53 
 

Unsur lain yang diperlukan adalah unsur yang menunjang kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan dari Badan 

Penyelenggara. 

 

BAB VIII 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

Pasal 54 
 

1) Pegawai STKIP PGRI Bangkalan terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan, baik 

yang berstatus tetap, diperbantukan, ataupun kontrak. 
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2) Dosen dan tenaga kependidikan STKIP PGRI Bangkalan wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang 

dipersyaratkan. 

3) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mengembangkan karir sesuai dengan minat 

kemampuannya, mendapatkan gaji, tunjangan dan penghasilan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Dosen dan tenaga kependidikan wajib menjadi anggota PGRI dan memiliki Kartu 

Tanda Anggota (KTA). 
 

Pasal 55 
 

1) Tugas dosen adalah menginternaslisasi, mentransfer, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Dosen terdiri atas: 

a. Dosen Tetap Yayasan, yaitu dosen yang memiliki NIDN atau sedang dalam 

pengajuan NIDN, yang diangkat dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sebagai 

tenaga tetap pada STKIP PGRI Bangkalan.  

b. Dosen DPK, yaitu dosen yang memiliki NIP atau NIDN, yang diangkat dan 

ditetapkan oleh Kementerian terkait sebagai tenaga dosen yang diperbantukan pada 

STKIP PGRI Bangkalan. 

c. Dosen kontrak, yaitu dosen yang diangkat dan dikontrak oleh Badan Penyelenggara 

sebagai dosen pada STKIP PGRI Bangkalan sampai dengan batas waktu tertentu. 

3) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala 

dan Profesor. 

4) Dosen yang menmpuh studi lanjut harus mendapat persetujuan Ketua STKIP PGRI 

Bangkalan melalui penerbitan surat ijin belajar atau surat tugas belajar 

5) Pengaturan kewenangan jabatan akademik dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

6) Dosen wajib melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

Pasal 56 
 

1) Setiap calon dosen yang akan diangkat wajib mengikuti proses seleksi berdasarkan 

usulan dari Ketua. 

2) Pengangkatan dosen ditetapkan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan usulan dari 

Ketua. 

Pasal 57 
 

1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, evaluasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di 

STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Tenaga kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara. 

3) Tenaga kependidikan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Badan 

Penyelenggara. 
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BAB IX 

MAHASISWA DAN ALUMNI 
 

Pasal 58 
 

1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di 

STKIP PGRI Bangkalan pada tahun akademik berjalan. 

2) STKIP PGRI Bangkalan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara 

Indonesia dan warga negara asing untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahaasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua. 

 

Pasal 59 
 

1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan 

pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. 

2) Setiap mahasiswa wajib menjaga etika dan menaati norma pendidikan, peraturan dan 

ketentuan yang berlaku di STKIP PGRI Bangkalan untuk menjamin terlaksananya 

Tridharma dan pengembangan budaya akademik 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dengan Peraturan 

Ketua. 

 

Pasal 60 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan 

kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan 

kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler 

dan ekstrakurikuler. 

2) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak 

mulia serta bertanggung jawab pada kerukunan, peradaban, harkat dan martabat 

manusia. 

3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat intra kampus, 

dari, oleh dan untuk mahasiswayang merupakan bagian dari masyarakat akademik 

STKIP PGRI Bangkalan. 

4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan 

diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di STKIP PGRI Bangkalan. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan 

Peraturan Ketua. 

 

Pasal 61 
 

1) Alumni STKIP PGRI Bangkalan adalah setiap orang yang pernah mengikuti dan telah 

menyelesaikan pendidikan di STKIP PGRI Bangkalan, yang ditetapkan dalam SK 

Kelulusan (Yudisium). 
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2) Alumni STKIP PGRI Bangkalan merupakan bagian dari warga STKIP PGRI 

Bangkalan yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik STKIP PGRI Bangkalan 

dan berperan serta dalam memajukan STKIP PGRI Bangkalan. 

3) Hubungan antara STKIP PGRI Bangkalan dan Alumni STKIP PGRI Bangkalan 

diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan dan kekeluargaan. 

4) Alumni STKIP PGRI Bangkalan dapat membentuk organisasi alumni. 

 

BAB X 

KERJASAMA 
 

Pasal 62 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan 

perguruan tinggi lain, sekolah, dunia usaha dan dunia industri, lembaga pemerintah, 

lembaga non pemerintah atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

2) Kerja sama yang dilakukan sebagaimna yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan 

relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

Pasal 63 
 

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan dengan prinsip: 

1) Mengutamakan kepentingan kemajuan pendidikan; 

2) Menghargai kesetaraan mutu; 

3) Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; 

4) Saling menghormati; 

5) Berkelanjutan; dan 

6) Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, regional, nasional 

dan/atau internasional. 

 

Pasal 64 
 

1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat berbentuk: 

a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; 

b. Program kembaran; 

c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; 

d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang 

membutuhkan pembinaan; 

e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; 

f. Pemanfaat bersama berbagai sumber daya; 

g. Pemagangan; 

h. Penerbitan berkala ilmiah (buku dan jurnal ilmiah) 

i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau 

j. Bentuk kerja sama lain yang signifikan dan strategis. 

 

2) Kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berbentuk: 

a. Pendayagunaan aset; 
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b. Usaha penggalangan dana; 

c. Jasa dan royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan/atau 

d. Bentuk lain yang berdampak futuristik. 

3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XI 

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 
 

Pasal 65 
 

1) Sarana dan Prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik 

bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelencaran 

penyelenggaraan STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana STKIP PGRI Bangkalan dilaksanakan berdasarkan 

kebijakan pengelolaan sarana prasarana yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara, 

3) Kebijakan pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 

pada hal-hal berikut: 

a. Perencanaan sarana dan prasarana; 

b. Pengadaan dan pencatatan sarana dan prasarana; 

c. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 

d. Pengembangan dan pemutakhiran sarana dan prasarana; 

e. Penghapusan sarana dan prasarana. 

4) Pengelolaan sarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara. 

5) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan STKIP PGRI Bangkalan untuk 

memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi diatur dengan 

keputusan Badan Penyelenggara. 

6) Semua sarana dan prasarana akademik yang dimiliki STKIP PGRI Bangkalan, baik 

yang berada di dalam kampus maupun di tempat lain, berada di bawah tanggung jawab 

dan pengawasan Ketua. 

7) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan 

prasarana STKIP PGRI Bangkalan secara bertanggung jawab dengan mengikuti 

ketentuan dan peraturan tentang pendayagunaan sarana dan prasarana STKIP PGRI 

Bangkalan. 

BAB XII 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN 
 

Pasal 66 
 

1) Sumber dana STKIP PGRI Bangkalan berasal dari: 

a. Mahasiswa; 

b. Badan Penyelenggara; 

c. Bantuan pemerintah; 

d. Sumbangan alumni; 

e. Lembaga non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak 

mengikat; 
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f. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah, 

beasiswa serta dalam bentuk lainnya. 

g. Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi; 

h. Pinjaman; 

i. Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa; 

a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP); 

b. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); 

c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP); 

d. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa baru; 

e. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ketua. 

3) STKIP PGRI Bangkalan memberikan dan mengelola: 

a. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; 

dan/atau 

b. Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. 

4) Sumber dana untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daearah, industry, masyarakat 

dan/atau STKIP PGRI Bangkalan. 

5) Ketentuan mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratannya 

diatur dalam Peraturan Ketua. 

 

Pasal 67 
 

1) Setiap awal tahun anggaran Badan Penyelenggara bersama Ketua menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). 

2) RAPB disusun berdasarkan Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan (RPKAT). 

3) RPKAT yang disusun oleh Ketua dapat disampaikan kepada senat untuk mendapatkan 

pertimbangan. 

4) RPKAT sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan oleh Ketua 

kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan menjadi 

Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT). 

5) Ketua dapat melakukan perubahan RPKAT yang sedang berjalan, selanjutnya 

diusulkan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan 

pengesahan. 

6) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan STKIP PGRI Bangkalan 

didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan Badan Penyelenggara. 

 

Pasal 68 
 

1) Penerimaan dan pengeluaran keuangan STKIP PGRI Bangkalan melalui rekening 

Badan Penyelenggara pada Bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku. 

2) Penerimaan yang berasal dari bantuan/hibah dari pemerintah diadministrasikan melalui 

rekening sesuai yang dipersyaratkan pemberi hibah. 

3) Ketentuan keuangan STKIP PGRI Bangkalan yang bersumber dari mahasiswa diatur 

dengan Peraturan Ketua setelah mendapatkan persetujuan Badan Penyelenggara. 
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Pasal 69 
 

1) Pengeluaran STKIP PGRI Bangkalan meliputi: 

a. Biaya operasional yang meliputi biaya langsung dan tidak langsung; 

b. Biaya investasi dan pengembangan. 

2) Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara. 
 

BAB XIII 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 
 

Sistem Perencanaan 

Pasal 70 
 

1) Sistem perencanaan STKIP PGRI Bangkalan merupakan satu kesatuan tata cara 

perencanaan dan pengembangan yang menunjukkan rencana pengembangan, baik yang 

bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

2) Sistem perencanaan STKIP PGRI Bangkalan menjadi dasar bagi setiap organ STKIP 

PGRI Bangkalan dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program jangka 

panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. Dua puluh lima tahun untuk jangka panjang; 

b. Lima tahun untuk jangka menengah; 

c. Satu tahun untuk jangka pendek. 

4) Sistem perencanaan STKIP PGRI Bangkalan dituangkan dalam bentuk: 

a. Rencana Induk Pengembangan (RIP), merupakan perencanaan jangka panjang; 

b. Rencana Strategis (Renstra), merupakan perencanaan jangka menengah; dan 

c. RPKAT/RENOP (Rencana Operasional), yang merupakan perencanaan jangka 

pendek. 
 

Pelaksanaan SPMI 

Pasal 71 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan melaksanakan SPMI sebagai upaya peningkatan mutu secara 

berencana dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemanggku 

kepentingan. 

2) Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian 

dan peningkatan standar pendidikan tinggi. 

3) Tujuan STKIP PGRI Bangkalan melakukan SPMI: 

a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar; 

b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya 

orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 

standar; 

c. Mendorng semua unit/bagian/lembaga di STKIP PGRI Bangkalan untuk bekerja 

mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan 

berupaya meningkatkan mutu. 

d. SPMI STKIP PGRI Bangkalan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: 

e. Beroreintasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 

f. Mengutamakan kebenaran; 
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g. Tanggung jawab sosial; 

h. Pengembangan kompetensi personal; 

i. Partisipatif dan kolegial; 

j. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. 

4) Ruang lingkup SPMI STKIP PGRI Bangkalan terdiri atas pengembangan dan 

pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang: 

a. Pendidikan; 

b. Penelitian; 

c. Pengambdian kepada masyarakat; 

d. Kemahasiswaan; 

e. Kerjasama; 

f. Sistem Informasi. 

5) Penerapan SPMI dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). 

6) SPMI STKIP PGRI Bangkalan dilaksanakan pada bidang akademikdan non akademik. 

7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SPMI, organisasi PPM dan mekanisme 

penerapannya diataur dalam Peraturan Ketua. 
 

Pasal 72 
 

1) UPM merupakan unsur STKIP PGRI Bangkalan yang melaksanakan tugas pengawasan 

internal STKIP PGRI Bangkalan. 

2) UPM dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Ketua. 

3) Ketua UPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan 

Badan Penyelenggara. 

4) Masa jabatan ketua dan sekretaris UPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan 

tidak dapat diperpanjang lagi. 
 

Pengawasan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Pasal 73 
 

1) Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik 

bersama pimpinan STKIP PGRI Bangkalan lainnya sebagai bentuk akuntabilitas 

kegiatan akademik STKIP PGRI Bangkalan. 

2) Penerapan pengawasan SPMI STKIP PGRI Bangkalan merupakan proses yang integral 

terhadap tindakan dan kegiatan unit kerja STKIP PGRI Bangkalan secara terus-menerus 

untuk mencapai tujuan STKIP PGRI Bangkalan melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

3) Penerapan pengawasan SPMI STKIP PGRI Bangkalan dilaksanakan oleh auditor 

internal dibawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu. 

4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan mekanisme penerapan SPMI diatur 

dalam Peraturan Ketua. 
 

Pasal 74 
 

1) Akreditasi program studi dan akreditasi institusi dilaksanakan sesuai dengan criteria 

yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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2) Akreditasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan 

program studi dan institusi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3) Ketua Program studi dan Ketua bertanggung jawab terhadap proses akreditasi di unit 

masing-masing. 

4) Unit akreditasi STKIP PGRI Bangkalan memberikan bantuan teknis proses akreditasi. 

5) Akreditasi internal di lingkungan STKIP PGRI Bangkalan dikoordinasikan UPM dan 

dilaksanakan oleh Unit Akreditasi. 

6) Akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik 

dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

7) Program studi dapat mengusulkan akreditasi internasional. 
 

Akuntabilitas dan Laporan 

Pasal 75 
 

1) Akuntabilitas publik STKIP PGRI Bangkalan terdiri atas akuntabilitas akademik dan 

akuntabilitas non akademik. 

2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paliang sedikit dengan: 

a. Memberikan pelayan pendidikan minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

b. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 
 

Pasal 76 
 

1) STKIP PGRI Bangkalan melaksanakan pelaporan akademik dan non akademik secara 

transparan, objektif, jujur dan akuntabel di bawah tanggung jawab ketua. 

2) STKIP PGRI Bangkalan melakukan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan sebagai 

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 

 

BAB XIV 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 
 

Pasal 77 
 

1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di STKIP PGRI Bangkalan berlaku 

peraturan internal. 

2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Peraturan Badan Penyelenggara; 

b. Peraturan Ketua; 

c. Peraturan Senat STKIP PGRI Bangkalan; dan  

d. Peraturan Ketua Lembaga dan pimpinan unit pengelola STKIP PGRI Bangkalan 

lainnya. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara. 

 

 



1)

2)

3)

Atuf rrtuSTITTP-PGhI Banglcalam

. BABXV
KETENTUAIY PERALIHAN

Pasal 78

Senat STKIP PGRI Bangkalan yang telah ada sebelum statuta ini ditetapkan, tetap

menjalankan fungsinya sampai terbentuknya Senat STKIP PGRI Bangkalan yang baru

berdasarkan Statuta ini.
Ketua dan seluruh pejabat yang menjabat pada saat Statuta ini ditetapkan, tetap

menjalankan jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Semua unit organisasi yang ada di STKIP PGRI Bangkalan masih tetap berlaku sampai

terbentuk unit organisasi yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Statuta ini.

BAB XYI
KETENTUAI\ PENUTUP

Pasal 79

1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku:

a. Semua ketentuan yang ada di STKIP PGRI Bangkalan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta ini;
b. Semuaperaturan dan ketapan di lingkungan STKIP PGRI Bangkalanyang telah ada

tetap berlaku dan memilki kekuatan hukum sepanjang belum diatur dan tidak
bertentangan dengan Statuta ini.

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan dengan Keputusan Badan

Penyelenggara.

3) Keputusan tentang perubahan dan/atau pengesahan Statuta dilakukan oleh Badan

Penyelengara.

4) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Statuta yang dibuat dan ditetapkan sebelum

tanggal ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 80

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila

ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bangkalan
:28 Desember2020

PGRI Bangkalan

,,

Hafida M.Pd.

32
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Lampiran 
 

1. Lambang STKIP PGRI Bangkalan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti lambang STKIP PGRI Bangkalan: 

a. Sayap kiri kanan masing-masing terdiri dari 5 helai bulu berwarna kuning, 

melambangkan cita-cita setinggi angkasa di bidang pendidikan dengan dasar 

Pancasila, membawa tunas muda harapan bangsa ke masa cerah dan gemilang. 

b. Lukisan, corak dan warna pada bulu bagian bawah warna putih dengan tulisan 

berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan 

keberanian bagi kepentingan rakyat. 

c. Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning dengan nyala 

5 sinar api berwarna merah, melambangkan suluh dengan 4 garis tegak dan datar 

warna kuning, berarti fungsi guru dengan hakekat tugas pengabdiannya sebagai 

pendidik yang besar dan luhur. 

▪ Nyala api dengan sinar warna merah: 

Arti idiologis : Pancasila 

Arti teknis   : Sasaran budi, cipta, rasa, karsa dan karya generasi. 

▪ Empat buku pengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak dengan warna 

corak warna putih, melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai 

moral pengetahuan. Keterampilan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga 

pendidikan para dasar, dasar menengah dan tinggi. 

▪ Warna dasar tengah hijau, melambangkan: kemakmuran generasi. 

▪ Pita putih bertulisan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan sebagai 

penyangga sayap, melambangkan ikatan yang kokoh kuat guru seluruh 

Indonesia di dalam mengejar cita-citanya. 
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2. Busana Akademik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busana Akademik 

a. Busana akademik terdiri atas: toga pimpinan, toga wisudawan, dan jas almamater. 

b. Toga Ka Prodi 

c. Warna toga untuk masing-masing prodi disesuaikan dengan warna khas prodi 

masing-masing 

d. Pimpinan menggunakan gordon yang warnanya sesuai dengan warna bendera 

STKIP PGRI Bangkalan. 

e. Bentuk toga wisudawan dan wisudawati S1, warna samir sesuai dengan warna 

bendera masing-masing prodi 
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3. Mars STKIP PGRI Bangkalan 
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4. Hymne STKIP PGRI Bangkalan 
 

 

HYMNE STKIP PGRI BANGKALAN 

 

 G = do 4/4       Lagu : Thomas 

 Maestoso       Lirik : S. Wahono 
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5. Bendera Prodi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


